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ISSUE TERKAIT
RUU itu terdiri dari 34 pasal dan 9 bab. Isi RUU IKN antara lain 

mengenai visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan 
pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan ibu
kota negara, termasuk tahap pemindahan ibu kota dan 
pembiayannya.

Dana pembangunan IKN belum ada dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Apakah pembangunan
tersebut akan dimulai oleh pihak swasta?

Sejatinya RUU IKN harus menyelesaikan semua hal tentang IKN tanpa
harus mendelegasikan lagi ke Peraturan Pemerintah, Peraturan
Menteri dan Peraturan Presiden

Dalam draf itu dinyatakan bahwa ibu kota baru nanti akan dipimpin
oleh kepala otorita yang diangkat dan bisa diberhentikan kapanpun
oleh Presiden.

Pasal 9 draf RUU IKN --- Pemerintahan Khusus IKN dipimpin oleh 
Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN 
yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden



Pelaksana IKN

• Otorita IKN merupakan lembaga pemerintah setingkat
kementerian yang akan dibentuk untuk melaksanakan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota
negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus
IKN. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN nantinya bisa
menjabat selama lima tahun. Mereka juga dapat
diangkat kembali oleh Presiden dalam masa jabatan
yang sama. Namun bisa diberhentikan kapanpun.

• Pasal 10 ayat 2 Draft RUU IKN --- Kepala Otorita IKN 
dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN dapat diberhentikan
sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.



OTORITA IKN

Otorita IKN merupakan lembaga pemerintah setingkat
kementerian yang akan dibentuk untuk melaksanakan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota
negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN

Pasal 9 Drat RUU IKN --- Kepala dan Wakil Kepala Otorita
IKN nantinya bisa menjabat selama lima tahun. Mereka
juga dapat diangkat kembali oleh Presiden dalam masa 
jabatan yang sama. Namun bisa diberhentikan kapanpun.

Pasal 10 ayat 2 Draft RUU IKN --- Kepala Otorita IKN 
dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN dapat diberhentikan
sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir



draft UU IKN juga menyebutkan kewenangan Pemerintahan
Khusus IKN dalam pengelolaan wilayah mencakup seluruh
urusan pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, 
pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal
nasional, dan agama.

dengan visi IKN  yang tercantum dalam RUU ini maka seolah-
olah ibu kota baru nanti akan menjadi kota yang dibebani
dengan berbagai macam tugas. Misalnya saja, dalam RUU IKN 
ini juga tercantum visi bahwa pemindahan ibu kota baru
bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum

Draf RUU IKN tak mengatur mengenai pembentukan DPRD 
dalam Pemerintahan Khusus IKN. Artinya, IKN nantinya tak
akan memiliki DPRD seperti yang dimiliki DKI Jakarta saat ini.

Pemerintahan IKN juga akan dikecualikan dari ketentuan aturan
yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan
umum. Tak ada pemilihan kepala daerah.

Hanya ada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu
anggota DPR, dan pemilu memilih anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD).



Pemilihan model Badan Otorita untuk memimpin IKN hampir mirip skema di Putrajaya, 
Malaysia. Skema ini berjalan ketika sebuah kota didesain dan diregulasi dalam aturan
federal yang mana tidak ada DPRD.

Kalau dilihat dari aspek desentralisasi, dengan demikian tentu ini sudah bertentangan
dengan sistem negara sebagai negara kesatuan dan juga otonomi daerah. Karena 
Indonesia bukan negara federal

Otorita diperjelas kembali kewenangannya di RUU IKN, terutama soal pengalihan hak atas
tanah yang menjadi kewenangan Badan Otorita

Di RUU IKN perlu diperjelas proses perpindahan lembaga Presiden, Wakil Presiden, MPR, 
DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Markas Besar TNI, 
Markas Besar Kepolisian RI, Badan Pengawas Keuangan (BPK), seluruh kementerian, dan 
Kejaksaan Agung.



Pemerintah pusat dapat menentukan Lembaga Pemerintah
Non kementerian seperti Badan Kepegawaian Negara, 
Badan Intelijen Negara, dan sebagainya, apakah
dipindahkan atau tidak dipindahkan kedudukannya ke
otorita IKN. Ini perlu diperjelas.

Sementara otoritas moneter dan pengawas perbankan
seperti BI, OJK, lembaga penjaminan simpanan, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Sekretariat ASEAN, dan LPNK 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal. Apakah Semuanya masih
tetap berkedudukan di Jakarta?



RUU IKN juga mengatur bahwa pemerintah pusat
dapat menentukan lembaga-lembaga pemerintah
yang tidak ikut pindah ke wilayah ibu kota negara di 
Kalimantan Timur. 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 21 Ayat (3) 
draf RUU IKN --- Pemerintah Pusat dapat
menentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, 
Lembaga Nonstruktural, lembaga pemerintah
lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak
dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN.



Pasal 21 secara umum mengatur pemindahan kedudukan
lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan
organisasi/lembaga internasional ke IKN. 

Pasal 21 Ayat (1) RUU IKN menyatakan, seluruh lembaga
negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai
menjalankan tugas, fungsi, dan perannya di IKN pada tanggal
diundangkannya peraturan presiden tentang pemindahan
status Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. 

Pada Pasal 21 Ayat (2) disebutkan bahwa pemindahan
kedudukan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan
Rencana Induk IKN.

Pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan
organisasi/kembaga internasional akan didasari pada 
kesanggupan masing-masing sebagaimana tercantum pada 
Pasal 21 Ayat (4) RUU IKN --- Perwakilan negara asing dan 
perwakilan organisasi/lembaga internasional akan
berkedudukan di IKN berdasarkan kesanggupan dari masing-
masing perwakilan negara asing dan perwakilan
organisasi/lembaga internasional tersebut.



Sumber 
Pendapatan 

 disebutkan bahwa Pemerintah Khusus IKN bisa memungut pajak dan/atau
pungutan khusus IKN

 Selain itu, pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN bakal
bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

 Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan pungutan khusus IKN

 Lebih lanjut, RUU menjelaskan bahwa penyusunan rencana kerja anggaran
pendapatan dan belanja IKN bakal disusun oleh Kepala Otorita IKN. Lagi, rincian
penyusunan rencana kerja dan anggaran bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Khusus IKN (...) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah," jelas
Pasal 25 (2).



Pendapatan

Pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam ketentuan
perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis 
sebagai pajak dan pungutan khusus IKN. Ketentuan secara
detail nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah. 
Peraturan pemerintah bakal terbit setelah RUU disahkan. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, pemerintah telah
mengalokasikan anggaran pembangunan IKN. Pos anggaran
IKN masuk dalam komponen pengembangan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.



• Selain uang negara, sumber dana pembangunan
Ibu Kota Negara juga akan berasal dari aset badan 
usaha milik negara (BUMN), kerja sama
pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan 
swasta murni. Berdasarkan rencana pembangunan
jangka menengah (RPJMN) 2020-2024, proyek IKN 
membutuhkan anggaran Rp466,98 triliun.

• Berdasarkan Pasal 24 RUU IKN, pendanaan
persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu
kota berasal dari dua sumber utama. Sumber
pertama adalah anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) dan sumber berikutnya ialah
sumber lain yang sah dan sesuai ketentuan
perundang-undangan.



Diperlukannya Peran 
Serta Masyarakat Dalam 
IKN

MASYARAKAT LOKAL
MASYARAKAT ADAT
INTEGRASI SOSIAL : ANTARA PENDATANG 

DENGAN MASYARAKAT LOKAL
MENCEGAH / MEMINIMALKAN KONFLIK 

PENDATANAG DENGAN MASYARAKAT 
LOKAL

Terima Kasih
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